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ABSTRAK 

 
Pemerintah saat ini dapat melakukan pemblokiran terhadap Penyelenggara Sistem 

Elektronik melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun peraturan ini 

tidak melakukan pengaturan secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mencari 

kesesuaian peraturan ini apakah telah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat 

dan berekspresi. Dengan melalui metode pendekatan normatif dengan tujuan untuk 

menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip kebebasan 

berpendapat dan berekspresi karena pengaturan terkait dengan frasa “meresahkan” 

tidak memiliki indikator yang detail. Sehingga apabila terhadap konten yang 

pemerintah menganggap itu meresahkan, pemerintah dapat melakukan tindakan 

represif. Sedangkan indikator meresahkan sendiri dalam peraturan ini belum 

disusun. Hal tersebut karena kebebasan berekspresi dan berpendapat tentu dilindungi 

oleh Undang-Undang yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat. Dan perlu 

dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya pemerintah dalam melakukan 

pengawasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi atau privasi 

tanpa harus membatasi hak setiap warga negaranya. 

Kata Kunci: Data Pribadi; Privasi; Solusi 
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ABSTRACT 

 
The current government can block Electronic System Operators through Regulation 

of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning 

Private Scope Electronic System Operators. However, this regulation does not 

regulate in detail. This study aims to find things that must be done whether they are 

in line with the principles of freedom and expression. By going through a normative 

approach method with the aim of answering issues based on the scientific side. The 

results of this study indicate that Permenkominfo No. 5 of 2020 is not in accordance 

with the principle of freedom of opinion and expression because the regulation 

related to the phrase "disturbing" does not have detailed indicators. So that if the 

government considers content to be troubling, the government can take repressive 

measures. Meanwhile, the troubling indicators in this regulation have not yet been 

developed. This is because freedom of expression and opinion is protected by 

applicable laws and cannot be contested. And it is necessary to look for new things 

related to the government's efforts to monitor and provide legal protection for 

personal data or privacy without limiting the rights of every citizen. 

Keywords: Personal Data; Privacy; Solution 
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